PERJANJIAN PELAKSANAAN BAN *'TTJ*“LJ uw
TAHUN ANGGARAN maa“” S

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINS| BALI
DENGAN
CAKRA EKA SUDARSANA

'.'. ‘ lr l' g

-I':.' '

Pada hari ini Kamis tanggal 5 (lima) bulan Maret tahun 2026 hertam]mt l:lf
Denpasar, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NOMOR : W.20-125.HN.04.03 TAHUN 2026

L. Nama : EEM NURMANAH
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali
Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya s:ﬁsahut
sebagal PIHAK KESATU,

I, Nama ¢ | NYOMAN DENNY WIDIANA DININGRAT
Jabatan . Direktur/Ketua Cakra Eka Sudarsana
Alamat +JI. Surya Bhuana 1C, Mo. 30, Bumi Dalung Permai, I{ﬂmhnimn

Kaja, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ey
Dalam hal inl bertindak untuk dan atas nama Cakra Eka Sudarsana, salnn nya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disahut
PIHAK terlebih dahulu menjelaskan:

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna ﬁd‘lggamn *" tor:
Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali.

b, PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimplnan Pemberi Eaﬂhmh H
tahun 2025 s.d 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum N
5.HM.04,03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi BamuaM-L ki
Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Perode
2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M HH-8 HN.04, ﬂﬁl T
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terak
sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode thurr EnEﬁ :

_akreditasiC. i Nl

)an rrmmparhatiﬁan ketentuan peratura




10.

11

12.

13,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mem
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tamll-'i *._5 An

dengan ketentuan sebagai berikut

Negara Tahun #ﬂ‘uﬁ ﬂbﬂ%

Nemor 179); ﬂﬂl" | Lﬁl

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tuhuﬂre‘!‘l
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Hhrﬂnr.ﬁnﬁ“"l'
Republik Indonesia Nomor 5421) e
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Ta 5
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor -ﬂfﬁﬁﬂn 013
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan F‘en:.rahifa na
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) ¢
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak HsasFMafﬁ'.mﬁ
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Hukum durr
Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara F‘H
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara R
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 ﬁﬂ&ll‘lﬁ,
Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahmiﬂu'!’im —
Nomor 87

Peraturan}r-.l'l enteri Hukum Momeor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Ta!:n Kar]a& '- i
Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832,
Peraturan Menteri Hukum Nomer 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 812);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN. 03.03
Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi,
Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027; )
Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-6.HN.0403 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali
sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 U
Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.04.03-230 Tahun 2036
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum; y.-}.t
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 H&qtnr.
Kementerian Hukum Provinsi Bali Nemor : SP DIPA-135.03.2.693038/2020 18

1 Desember 2025,



Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk menjamin: all

a.

B

dan  fungsl mantauan
Pl qaraan bﬂnnhlal‘;.l hukum, =

anitia Pengawas Daerah yang aala;ﬂuhwn d[ﬁﬁl:ll;li F'ﬂ
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementeria
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, ’-::I'iln
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. " '
Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok kur yang mp__
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum, -
Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya mmul:
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara el
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional unhjn: r
pelaksanaan pemberian bantuan hukum. | gyl
Hari adalah hari kera. o

BAE Il
TUJUAN

Pasal 2

kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau hg]umpah mﬂg
miskin; dan

penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemben Bantuan Hukum di F[ﬂ'l'llﬁm
Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Inl meliputi:
&

Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, di
Usaha Negara melalui pendampingan dan/atau menjalankan Ir:;mu
1)  penyidikan/pemeriksaan pendahuluanigugatan; i
2) persidangan di Pengadilan Tingkat |;

3)  persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;

4) persidangan di Pengadifan Tingkat Kasasi,

5) peninjauan kemball.

Pemberian Bantuan Hukum non litigasi maliputi H&glﬂtﬂﬂ“
1) penyuluhan hukum,
2)  konsultasi hukum;



1}

Hak;
a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan gm i
dokumen hasil pemberian bantuan hukum; m"‘. )y
bl  Membenkan rekomendasi penjatuhan ! sanksi apab
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ﬁﬂ___

Hukum ini.
2)  Kewajiban;
a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan h'i.El:i.‘ih'I yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pem
dan peraturan perundang-undangan; L
by  Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum bardm --_..i;.
hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; e
c) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantal.tart ﬁ'.lf
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum,
PIHAK KEDUA
1) Hak:
Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan hukum
bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU
berdasarkan hasil pekerjaan melalul Sidoankum. ¢
2) Kewajiban:

al Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau Imbumpnk
orang miskin sesuai dengan standar layanan bantuan hukum dalam
ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada Perjanjian P!hﬁsa aan
Bantuan Hukum ini,
b} Memberikan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaﬂ_m
hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATL secara barkals
6 (enam) bulan. ul
¢l Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran 03 antuan
yang disampalkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (}
setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nnnlmgnm} =
d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan aran bantua
/ yan?d}lsampama:;guapadn PIHAK KESATU paaln[l.'?nalamnﬁ l'
kerja setelah; .
(1) pekerjaan selesai untuk kegiatan nonlitigasi; atau.
(2) pekerjaan selesal atau dokumen pﬂnarqa F"i-
untuk kegiatan litigasi. :



i2)

3)

(4}

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

il e ..'.i!n’.'-.-l-t.' oL i : ; FedS
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NOMN LITIGASI

dengan rincian sebagaimana terlampir. -
Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dlmaluu;! pa
bersumber dan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum P
Anggaran 2026,
Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dlmal{wﬂﬁda:
mengacu pada ketentuan mengenal Besaran Blaya Bantuan I-h.ll-:um

Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 02.03 Tahun 2021 hentang
Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Dalam hal anggaran bantuan hukum litgasi maupun nonliti ag:
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak t&mm»il:r.ilenn maka FIE{-[.H'I{
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin secara mandiri/probono. =

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6
PIHAK. KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang taiah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil « B
pemantauan dan evaluasi. ar
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak tangsmq -

Pasal 7

Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal & hanya dapat dﬂlm

antar |enis bantuan hukum yang sama. Hiry

Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara

kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohanannya telah tenve

dalam Sidbankurm. ;

Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dﬂhq% ketentuan

sebagail berikut: . :

a) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (adden
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebif
tersedia, dengan cara FIHAK KESATU mungalltﬂmn ;
Pemben Bantuan Hukum yang serapan anggarnm
Agustus tidak mencapai 80% dari anggaran yang tersedia

R,
| |1'I

k
rI



(1) Pengalihan anggaran &hhcauilfnaﬁu dlmnlr:!uil {alan
febih lanjut dalam Perjanian Pelaksanaan Bantuan H i
sebagal bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian
Hukum ini. -

(2) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {adn‘anﬂﬂm_ il
bulan September Tahun Anggaran 2026 atau bulan lainny
persetujuan BPFHN selaku Panitia Pengawas Pusat. . |

(3) Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tamhahart G

dilakukan, PIHAK KEDUA tidak atau kurang aktif dalam palaksarﬁa

hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pﬁﬂgallhan anggaran ke

Pasal 8 "
(1) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan T"'IIHIFI- M
Tambahan (addendum) paling lama 2 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani oleh
PIHAK KESATU, :
(2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan
Hukurn Tambahan (addendum) sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PIHAK KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud fanpa
persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA,
{(3) Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU.

BAB VII r
FENCAIRAM ANGGARAN DANM PEMANTALLAN )
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10
(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hl.lkl.ﬂ'ﬂ
kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sesuai Hatentuan par”ﬂl.'l.ll'ﬂ.l,'t
perundang-undangan.
(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK EES»&{TQ
melakukan pemeriksaan kelayakan dokumen untuk selanjutnya mamb&ﬁEEII |5
persetujuan terhadap dokumen yang memenuhi kelayakan, i
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjad| dasar pencairan atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
(4) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan persetujuan sebagatma. 3
pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum, B
(5) PIHAK KESATU melakukan pencairan anggaran kepada PIHAK KE
pembayaran oleh Kantor Felayanan Perbendaharaan Nagﬂ
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama FaHmc;tcEntr
ketentuan dan mekanisme yang berlaku. | yecpl AN



' IHAK HEELIA t! puktl *h’ﬁr&a
uuhunuhmm dimaksud pada ayat (7), PIF \
sesual ketentuan peraturan parun;lnng-un:[ Mﬁh

Fnaaﬂ 11

(1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan penmhunan pﬂném _
hukum tahun anggaran 2026 kepada PIHAK KESATU 1
2026 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Palalmanaqn
berakhir,

(2) Dalam hal batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum se
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak daput :
pencairan pada tahun berikutnya.

(3} Pencairan anggaran bantuan hukum nonliigasi hanya dilakukan unfah‘ tegiata
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian Felakﬂmnn
Bantuan Hukum ini. .L

{4) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkarﬁiglrg
pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Eedarifari
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini,

(5) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggarmiﬁzﬁ
yang berlanjut ke tahun 2026, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2026.

Pasal 12 .,
(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PIHAK KEDUA yangcsudah- "
dilakukan pembayaran cleh PIHAK KESATU dihitung sebagal realisasi anggamr[. ' :
(2) PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} menjadi
dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutnya.

BAB VIl
SANKSI

Pasal 13

(1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan ole

KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang el

PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomends

Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK HEM
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang tmm!fat ph‘a

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangﬂrj:.!nn berasL

J 1 )
L i (o e N e ol 4 = 4 sl e e o 3.



g
IHAK KEDL

= rr.-':'.--f:"' LR ILIS o | B L f
(3) Jika P A tidak dapat melaksanakan pe
%ﬂmﬁnn Bantuan Hukur m.m]ﬁ?m
Msjours maka Pihak yang mengalami Foroe Majours harus
tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling fambat
 setelah terjadinya Force Majeure, . T
(4) HKeruglan yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, :
akibat terjadinya Force Majeurs bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU
demikian pula sebaliknya. B

BAB X
JANGEA WAKTU

Pasal 15 -

(1) Penjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari
2026 dan berakhir pada tanggal 08 Desember 2026. pa

(2} Dalam hal FIHAK KEDUA melakukan pemberian bantuan hukum antara tanggal 10
Desember 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 tetap dapat dilakukan

secara mandiri/probono tanpa melalui APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum
Mandiri dalam Sidbankum

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Fasal 16

(1) PARA PIHAK dalam Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia,

(€) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan
dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya, .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 _
(1) Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dar : L
ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeteral cukup yang I‘ﬁ'ﬂﬁiﬁ 35ing.
mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama. i

s S
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DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEC
menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut d| atas dz
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pe

(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meteral, mempunya
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat dig
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. o5

PIHAK KESATU

pala Kantor Wilayah Hukumn Provinsi
i ERa L _

FIHAK KEDUA

P
EEM NURMANAH
NIP 196906071952032001

iLe

o
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Daam rangka mewuludkan pelaksanaan Bantuan Huku
akuntabel serta berorlentas! pidihﬂ;—:hﬂtﬁﬁﬁ ia
Nama | NYOMAN DENNY WIDIANA DININGR

Jabatan  : DirekturKetua Cakra Eka Sudarsana. o -
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama . EEM NURMANAH _ "
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Ball
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA L] b

BIHAK KESATU berjanil dan berkomitmen dalam mewujudian target kinerja yang (els v
ditentukan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026 dan melak an
pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum, serta melaksanakan
kegiatan bantuzn hukum nonlitigasi di Posbankum Desa dan Kelurahan, Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK
KESATL serta bersedia dikenakan sanks| berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK
KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan svaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depasar, 05 Maret 2026




